
 

 

 

 

 

 

 

 

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

NOMOR 8 TAHUN 2012 

 

TENTANG 

 

 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT 

LEMBAGA KEISTIMEWAAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH BARAT DAYA, 

Menimbang :      a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka 

(Memorandum of Understanding Between The Government of 

Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement  Helsinki 15 

Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh 

Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan 

konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan 

bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk 

menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat 

diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

  b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi 

Daerah Istimewa Aceh, maka perlu membentuk Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten 

Aceh Barat Daya; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh 

Barat Daya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Lembaga Keistimewaan Kabupaten  Aceh Barat Daya. 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Nomor 3890); 

 

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3893; 

 

 



 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten 

Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang 

di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4179); 

 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4741); 

 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga 

Keistimewaan Kabupaten/Kota pada Pemerintah Aceh; 

 

9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 

tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan 

Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15); 

 

10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis 

Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 8 Seri D 

Nomor 5); 

 

11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan 

Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 

 

12. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran 

Daerah Aceh Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Aceh Nomor 10); 

 

13. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 

Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24); 



 

14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan 

Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Aceh Nomor 38). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

dan 

BUPATI ACEH BARAT DAYA 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG SUSUNAN 

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT LEMBAGA 

KEISTIMEWAAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 

 

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. 

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh 

Barat Daya. 

3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya. 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya adalah unsur penyelenggara 

pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 

6. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang 

mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Barat 

Daya. 

7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh 

Barat Daya. 

8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu 

Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah 

Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas dan Lembaga 

Teknis Kabupaten Aceh Barat Daya. 

9. Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disingkat MPU adalah Majelis 

Permusyawaratan Ulama yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang 

merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan DPRK Aceh Barat 

Daya.  

10. Majelis Adat Aceh yang di selanjutnya disingkat MAA adalah Majelis Adat Aceh pada 

Kabupaten Aceh Barat Daya. 

11. Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat MPD adalah Majelis Pendidikan 

Daerah pada Kabupaten Aceh Barat Daya.  

12. Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal Kabupaten Aceh 

Barat Daya. 

13. Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah Sekretariat Majelis 

Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disebut Sekretariat MPU, Sekretariat Majelis 

Adat Aceh yang selanjutnya disebut Sekretariat MAA, Sekretariat Majelis Pendidikan 

Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat MPD dan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten 

yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK Aceh Barat Daya. 

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Majelis 

Permusyawaratan Ulama, Sekretariat Majelis Adat Aceh, Sekretariat Majelis Pendidikan 

Daerah dan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya. 

 



 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

 

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga 

Keistimewaan Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri dari: 

1. Sekretariat MPU. 

2. Sekretariat MAA. 

3. Sekretariat MPD. 

4. Sekretariat BMK. 

BAB III 

SEKRETARIAT MPU 

Bagian Kesatu 

Susunan 

Pasal 3 

 

Susunan Organisasi Sekretariat MPU, terdiri dari: 

a. Kepala Sekretariat; 

b. Sub Bagian Umum; 

c. Sub Bagian Keuangan dan Program; 

d. Sub Bagian Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat; dan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Bagian Kedua 

Kedudukan 

Pasal 4 

 

(1) Sekretariat MPU dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional 

bertanggung jawab kepada Pimpinan MPU dan secara administratif kepada Bupati melalui 

Sekda. 

 

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Bagian Ketiga 

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan 

Pasal 5 

 

Sekretariat MPU mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan administrasi 

kepada lembaga MPU. 

 

Pasal 6 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat MPU 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan program Sekretariat MPU; 

b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program MPU; 

c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis MPU; 

d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan 

ketatausahaan di lingkungan MPU; 

e. penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang 

diselenggarakan oleh MPU; 

f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka 

mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat MPU; dan 

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan MPU. 

 

 



 

Pasal 7 

 

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat MPU 

mempunyai kewenangan: 

a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas 

Sekretariat MPU; 

b. menyusun rencana, menelaah dan mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan MPU; 

c. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, 

keprotokolan, hukum dan perundang-undangan, perbekalan dan perlengkapan MPU; dan 

d. memelihara dan membina keamanan serta ketertiban dalam lingkup Sekretariat MPU. 

 

 

BAB IV 

SEKRETARIAT MAA 

Bagian Kesatu 

Susunan 

Pasal 8 

 

Susunan Organisasi Sekretariat MAA, terdiri dari: 

a. Kepala Sekretariat; 

b. Sub Bagian Umum; 

c. Sub Bagian Keuangan dan Program; 

d. Sub Bagian Pendataan, Dokumentasi dan Hubungan Masyarakat; dan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Bagian Kedua 

Kedudukan 

Pasal 9 

 

(1) Sekretariat MAA dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional 

bertanggung jawab kepada Pimpinan MAA dan secara administrasi kepada Bupati melalui 

Sekda. 

 

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Bagian Ketiga 

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan 

Pasal 10 

 

Sekretariat MAA mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan administrasi 

kepada lembaga MAA. 

 

Pasal 11 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat MAA 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan program Sekretariat MAA; 

b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program MAA; 

c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis MAA; 

d. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan 

ketatausahaan di lingkungan MAA; 

e. penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang 

diselenggarakan oleh MAA 

f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka 

mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat MAA; dan 

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan MAA. 



 

 

Pasal 12 

 

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat MAA 

mempunyai kewenangan: 

a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas 

Sekretariat MAA; 

b. menyusun rencana, menelaah dan mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan MAA; 

c. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, 

keprotokolan, hukum, perundang-undangan, perbekalan dan perlengkapan MAA; dan 

d. memelihara dan membina keamanan serta ketertiban dalam lingkup Sekretariat MAA. 

 

 

BAB V 

SEKRETARIAT MPD 

Bagian Kesatu 

Pasal 13 

 

Susunan Organisasi Sekretariat MPD, terdiri dari: 

a. Kepala Sekretariat; 

b. Sub Bagian Umum; 

c. Sub Bagian Keuangan dan Program; 

d. Sub Bagian Perpustakaan, Dokumentasi dan Hubungan Masyarakat; dan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Bagian Kedua 

Kedudukan 

Pasal 14 

 

(1) Sekretariat MPD dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional 

bertanggung jawab kepada Pimpinan MPD dan secara administrasi kepada Bupati melalui 

Sekda. 

 

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Bagian Ketiga 

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan 

Pasal 15 

 

Sekretariat MPD mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan administrasi 

kepada lembaga MPD. 

 

Pasal 16 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sekretariat MPD 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan program Sekretariat MPD; 

b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program MPD; 

c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis MPD; 

d. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan 

ketatausahaan di lingkungan MPD; 

e. penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang 

diselenggarakan oleh MPD; 

f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka 

mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat MPD; dan 

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan MPD. 



 

 

Pasal 17 

 

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sekretariat MPD 

mempunyai kewenangan: 

a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas 

Sekretariat MPD; 

b. menyusun rencana, menelaah dan mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan MPD; 

c. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, 

keprotokolan, hukum, perundang-undangan, perbekalan dan perlengkapan MPD; dan 

d. memelihara dan membina keamanan serta ketertiban dalam lingkup Sekretariat MPD. 

 

 

BAB VI 

SEKRETARIAT BMK 

Bagian Kesatu 

Susunan 

Pasal 18 

 

Susunan organisasi Sekretariat BMK, terdiri dari: 

a. Kepala Sekretariat; 

b. Sub Bagian Umum dan Keuangan; 

c. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 

d. Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Bagian Kedua 

Kedudukan 

Pasal 19 

 

(1) Sekretariat BMK dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional 

bertanggung jawab kepada Pimpinan BMK dan secara administrasi kepada Bupati melalui 

Sekda. 

 

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Bagian Ketiga 

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan 

Pasal 20 

 

Sekretariat BMK mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan administratif dan 

keuangan kepada BMK. 

 

Pasal 21 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sekretariat BMK 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan program Sekretariat BMK; 

b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program BMK; 

c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis BMK; 

d. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan 

ketatausahaan di lingkungan Sekretariat BMK; 

e. penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang 

diselenggarakan oleh BMK; 

 



 

f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka 

mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat BMK; dan 

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan BMK. 

 

Pasal 22 

 

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Sekretariat BMK 

mempunyai kewenangan: 

a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas 

Sekretariat BMK; 

b. menyusun rencana, menelaah dan mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan BMK; 

c. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, 

keprotokolan, hukum dan perundang-undangan, perbekalan dan perlengkapan BMK; dan 

d. memelihara dan membina keamanan serta ketertiban dalam lingkup Sekretariat BMK. 

 

 

BAB VII 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 23 

 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten 

Aceh Barat Daya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

 

Pasal 24 

 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri dari sejumlah 

tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 

dengan bidang keahliannya. 

 

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada masing-masing 

Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Barat Daya. 

 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan 

kebutuhan dan beban kerja. 

 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

 

 

BAB VIII 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 25 

 

(1) Kepala Sekretariat dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Lembaga Keistimewaan 

Kabupaten Aceh Barat Daya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. 

 

(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Barat 

Daya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekretariat atas pelimpahan kewenangan dari 

Bupati. 

 

Pasal 26 

 

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Lembaga Keistimewaan 

Kabupaten Aceh Barat Daya, ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

 

 



 

BAB IX 

ESELONERING 

Pasal 27 

 

(1) Kepala Sekretariat adalah Eselon III.a. 

(2) Kepala Sub Bagian adalah Eselon IV.a. 

 

 

BAB X 

TATA KERJA 

Pasal 28 

 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat dan Kepala Sub Bagian di lingkungan 

Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Barat Daya wajib menerapkan prinsip 

Koordinasi, Integrasi, Simplikasi dan Sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi 

lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing. 

 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Lembaga Keistimewaan 

Kabupaten Aceh Barat Daya wajib melaksanakan sistim pengendalian internal. 

 

Pasal 29 

 

Dalam hal Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Barat Daya tidak dapat 

menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan 

Kabupaten dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakilinya.  

 

Pasal 30 

 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan 

Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Barat Daya dapat mendelegasikan 

kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

BAB XI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 31 

 

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Sekretariat Lembaga 

Keistimewaan Kabupaten Aceh Barat Daya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan. 

 

 

BAB XII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 32 

 

(1) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten 

Aceh Barat Daya merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV dari Qanun ini. 

 

(2) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing pemangku jabatan struktural pada 

Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Barat Daya ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati. 

 

 



 

BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 33 

 

Ketentuan yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati 

sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman 

yang berlaku. 

 

Pasal 34 

 

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Sekretariat 

Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Barat Daya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 35 

 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya. 

 

Disahkan di Blangpidie 

pada tanggal  16  November  2012 M 

           02 Muharam   1434  H 
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JUFRI HASANUDDIN 

Diundangkan di Blangpidie 

pada tanggal  17 November  2012 M 

           03 Muharam  1434  H 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

 

 

 

RAMLI BAHAR 



 

PENJELASAN 

ATAS 

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

NOMOR  8  TAHUN 2012 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT 

LEMBAGA KEISTIMEWAAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 
 

I. PENJELASAN UMUM 

KKeehhiidduuppaann  mmaassyyaarraakkaatt  AAcceehh  yyaanngg  bbeerrllaannddaasskkaann  ssyyaarriiaatt  IIssllaamm  ddaann  kkeeiissttiimmeewwaaaann  

ddaallaamm  ddaallaamm  kkeehhiidduuppaann  bbeerraaggaammaa,,  aaddaatt,,  ppeennddiiddiikkaann,,  ddaann  ppeerraann  uullaammaa  ddaallaamm  

ppeenneettaappaann  kkeebbiijjaakkaann  tteellaahh  mmeemmbbeerrii  iinnssppiirraassii  uuttaammaa  ddaallaamm  ppeennyyeelleennggggaarraaaann  

ppeennddiiddiikkaann,,  ttiiddaakk  ssaajjaa  ddaallaamm  rraannggkkaa  ssiisstteemm  ppeennddiiddiikkaann  nnaassiioonnaall,,  ttaappii  jjuuggaa  ddaallaamm  

ppeellaakkssaannaaaann  kkeekkhhuussuussaann  tteerrsseebbuutt.. 

PPeerrjjaallaannaann  kkeettaattaanneeggaarraaaann  RReeppuubblliikk  IInnddoonneessiiaa  mmeenneemmppaattkkaann  AAcceehh  sseebbaaggaaii  ssaattuuaann  

ppeemmeerriinnttaahhaann  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  iissttiimmeewwaa  ddaann  kkhhuussuuss  tteerrkkaaiitt  ddeennggaann  kkaarraakktteerr  kkhhaass  sseejjaarraahh  

ppeerrjjuuaannggaann  mmaassyyaarraakkaatt  AAcceehh  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  kkeettaahhaannaann  ddaann  ddaayyaa  jjuuaanngg  ttiinnggggii..  

KKeettaahhaannaann  ddaann  ddaayyaa  jjuuaanngg  ttiinnggggii  tteerrsseebbuutt  bbeerrssuummbbeerr  ddaarrii  ppaannddaannggaann  hhiidduupp  yyaanngg  

bbeerrllaannddaasskkaann  ssyyaarriiaatt  IIssllaamm  yyaanngg  mmeellaahhiirrkkaann  bbuuddaayyaa  IIssllaamm  yyaanngg  kkuuaatt  ddii  bbaawwaahh  

kkeeppeemmiimmppiinnaann  ddaann  ppeerraann  ppaarraa  UUllaammaa,,  sseehhiinnggggaa  AAcceehh  mmeennjjaaddii  ssaallaahh  ssaattuu  mmooddaall  uuttaammaa  

bbaaggii  ppeerrjjuuaannggaann  NNeeggaarraa  RReeppuubblliikk  IInnddoonneessiiaa..  MMaassyyaarraakkaatt  AAcceehh  ssaannggaatt  iissttiiqqaammaahh  

kkeeppaaddaa  ssyyaarrii''aatt  IIssllaamm  ddaann  ttaaaatt  sseerrttaa  mmeemmppeerrhhaattiikkaann  ffaattwwaa  uullaammaa  kkaarreennaa  uullaammaallaahh  yyaanngg  

mmeennjjaaddii  aahhllii  wwaarriiss  NNaabbii..  PPeenngghhaayyaattaann  tteerrhhaaddaapp  aajjaarraann  aaggaammaa  IIssllaamm  ddaallaamm  rreennttaanngg  

wwaakkttuu  yyaanngg  llaammaa  tteellaahh  mmeellaahhiirrkkaann  bbuuddaayyaa  AAcceehh  IIssllaammii  yyaanngg  tteerrppaattrrii  ddaallaamm  kkeehhiidduuppaann  

AAddaatt  yyaanngg  ddiikkeemmbbaannggkkaann  ddaann  ddiibbuuhhuull  mmeennjjaaddii::  AAddaatt  bbaakk  PPoo  TTeeuummeeuurreeuuhhoomm,,  HHuukkuumm  

bbaakk  SSyyiiaahh  KKuuaallaa,,  QQaannuunn  bbaakk  PPuuttrrooee  PPhhaanngg,,  RReeuussaamm  bbaakk  LLaakkssaammaannaa,,  yyaanngg  bbeerrmmaakknnaa  

HHuukkuumm  AAddaatt  ddii  ttaannggaann  PPeemmeerriinnttaahh  ddaann  hhuukkuumm  SSyyaarrii''aatt  aaddaa  ddii  ttaannggaann  ppaarraa  UUllaammaa..  

PPeerraann  ddaann  kkeedduudduukkaann  ppaarraa  UUllaammaa  ppeerrlluu  ddiilleemmbbaaggaakkaann  ddaallaamm  sseebbuuaahh  bbaaddaann  yyaanngg  

bbeerrssiiffaatt  iinnddeeppeennddeenn  ddaann  bbeerrffuunnggssii  mmeemmbbeerriikkaann  ppeerrttiimmbbaannggaann  tteerrhhaaddaapp  kkeebbiijjaakkaann  

DDaaeerraahh,,  tteerrmmaassuukk  bbiiddaanngg  ppeemmeerriinnttaahhaann,,  ppeemmbbaanngguunnaann  ddaann  kkeemmaassyyaarraakkaattaann  sseerrttaa  

ttaattaannaann  eekkoonnoommii  yyaanngg  IIssllaammii..  UUUU  NNoommoorr  4444  ttaahhuunn  11999999  tteennttaanngg  PPeennyyeelleennggggaarraaaann  

KKeeiissttiimmeewwaaaann  AAcceehh  ppaassaall  33  aayyaatt  ((22))  mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  ppeennyyeelleennggggaarraaaann  

kkeeiissttiimmeewwaaaann  mmeelliippuuttii::  

aa..  ppeennyyeelleennggggaarraaaann  kkeehhiidduuppaann  bbeerraaggaammaa;;  

bb..  ppeennyyeelleennggggaarraaaann  kkeehhiidduuppaann  aaddaatt;;  

cc..  ppeennyyeelleennggggaarraaaann  ppeennddiiddiikkaann;;  ddaann  

dd..  ppeerraann  uullaammaa  ddaallaamm  ppeenneettaappaann  kkeebbiijjaakkaann  ddaaeerraahh;;  

  

SSeessuuaaii  ddeennggaann  ppeerraannnnyyaa  ddaallaamm  ppeenneettaappaann  kkeebbiijjaakkaann  ddaaeerraahh,,  mmaakkaa  hheennddaakknnyyaa  MMaajjeelliiss  

PPeerrmmuussyyaawwaarraaaattaann  UUllaammaa,,  MMaajjeelliiss  AAddaatt  AAcceehh,,  MMaajjeelliiss  PPeennddiiddiikkaann  DDaaeerraahh  ddaann  BBaaiittuull  

MMaall  KKaabbuuppaatteenn  hhaarruuss  sseellaalluu  ddiilliibbaattkkaann  ddaallaamm  pprroosseess  ppeenneettaappaann  kkeebbiijjaakkaann  ddaaeerraahh,,  bbaaiikk  

ddaallaamm  bbeennttuukk  qqaannuunn  mmaauuppuunn  ppeerraattuurraann  KKeeppaallaa  ddaaeerraahh.. 
 

II. PASAL DEMI PASAL 

 Pasal 1 

 Cukup jelas 

 Pasal 2 

 Cukup jelas 

 Pasal 3 

 Cukup Jelas 

 



 

 Pasal 4 

 Cukup Jelas 

 Pasal 5 

 Cukup Jelas 

 Pasal 6 

 Cukup Jelas 

 Pasal 7 

 Cukup Jelas 

 Pasal 8 

 Cukup Jelas 

 Pasal 9 

 Cukup Jelas 

 Pasal 10 

 Cukup Jelas 

 Pasal 11 

 Cukup Jelas 

 Pasal 12 

 Cukup Jelas 

 Pasal 13 

 Cukup Jelas 

 Pasal 14 

 Cukup Jelas 

 Pasal 15 

 Cukup Jelas 

 Pasal 16 

 Cukup Jelas  

 Pasal 17 

 Cukup Jelas 

 Pasal 18 

 Cukup Jelas 

 Pasal 19 

 Cukup Jelas 

 Pasal 20 

 Cukup Jelas 

 Pasal 21 

 Cukup Jelas 

 Pasal 22 

 Cukup Jelas 

 Pasal 23 

 Cukup Jelas 

 

 



 

 Pasal 24 

 Cukup Jelas 

 Pasal 25 

 Cukup Jelas 

 Pasal 26 

 Cukup Jelas 

 Pasal 27 

 Cukup Jelas 

 Pasal 28 

 Cukup Jelas 

 Pasal 29 

 Cukup Jelas 

 Pasal 30 

 Cukup Jelas 

 Pasal 31 

 Cukup Jelas 

 Pasal 32 

 Cukup Jelas 

 Pasal 33 

 Cukup Jelas 

 Pasal 34 

 Cukup Jelas 

 Pasal 35 

 Cukup Jelas 
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